
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten daJam 
nngkungan Provlnsi Jawa Tengah ( Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang·Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partal 
Politik (lembaran Negara Repubfik Indonesia T ahun 
2002 Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4251); 

3. Undang-Undang NolTIOf 12 Tahun 2003 lentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakllan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Oaerah, dan Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4277); 

q, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang 
Pembentukan Peraturan P8fUndang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

: a. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perrnlihan Umum 
Bupatl dan Wakil Bupati banyumas T shun 2008 belum 
ditetapkan karena belum selesaianya proses 
pemutakhiran data pemillh : 

b. bahwa proses pengadaan log1stik Pemilihan Umum 
Bupali dan Wakil Bupati Banyumas T ahun 2008 harus 
dlselesalkan sesual dengan jadwal pengadaan barang 
yang lelah dttelapkan; 

c. bahwa berdasarl<an pertlmbangan sebagalmana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per1u menetapl<an 
Keputusen Komlsi Pemilihan Umum Kabupaten 
Banyumas tentang Kebutuhan Sura1 Suara dan Kartu 
Pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan 
WakU Bupati Banyumas Tahun 2008, 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, 

Mengingat 

Menlmbang 

TENTANG 

KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN 
PEMJLIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR: 39 TAHUN 2007 

SALINAN I 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah d1ubah dengan 
Peraturan Pemetintah PengganU Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang­ 
Undang NOITIOf 32 Tahun 2004 tentang Pemerlnlahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4493) yang lelah ditetapkan deogan 
Undang-Undang Nornor 8 T ahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang. 
Undang Nomor 3 T ahun 2005 teotang Perubahan Alas 
Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4548) , 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

7. Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Nomor 4721 ). 

8, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan 
Pemberhentlan Kepala Oaerah dan Wal<ll Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerlntah Nornor 17 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4494) &ebagaimana telah dlubah 
dengan Peraturali Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 
lentang Parubahan Kedua alas Peraturan Pemerinlah 
Nomor 6 Tat>un 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Oaerah dan 
Wakil Kepala Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 'S7 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4719); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 !entang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
Pola Organisasi dan Tata Kefja Kornisi Pemll1han 
Umum, 
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Jumlah Pemillh pada Data Agregat Kependudukan dari 
Sadan Kependudukan, Catalan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Banyumas tanggal 6 September 
2007 

u. Keputusan Preslden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Petaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerlnlah yang telah dlubah deQgan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Kelujuh alas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tenlang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah: 

l2. Pera tu ran Menteri Datam Negerl Nomor 13 T ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

13. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 44 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelotaan Belanja Pemitfhan 
Umum Kepata Daerah dan Wald! Kepala Oaerah ; 

14. Keputusan Komlsi PemH1han Umum Nomor 622 Tahun 
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarial 
Jenderal Komlsl Pemilihan Umum, Sekretariat Komlsi 
Pemilihan Umum Provfnsi dan Sekretarial Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: 

IS. Keputus.n Komisi PemHihan Umum Nomor 677 Tal\un 
2003 tentang Tata Kefja Komis! Pemilihan Umum. 
Komis! Pemilihan Umum Provins! dan Komis! Pemllihan 
Umum Kabupalen/Kota sebagalmana lelah dlubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 
Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Keputusan Kom1si 
Pemiliha'n Umum Nomor 677 Tahun 2003 teotang Tata 
Kerja Komisl Pemilihan Umum, Komisi Pemllihan 
Umum Provins!, dan Komisl Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota: 

16. Peraturan Komis1 Pem1Jihan Umum Nomor 01 Tahun 
2007 lentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 

17. Peraluran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 
2007 (Lembaran Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 
2007 Nomor 1 Serl A); 

18. Peraluran Daerah Kabupaten Banyumas Nom<H' 6 
Tahun 2007 tentang An99aran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas 
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Oaerah Tahun 2007 
Nomor 3 Seri A); 

19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Banyumas: 

20. Keputus'.tin Komosl Pemllihan Umum Katrupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Spesilikasl 
Kartu Pemilih. Sumi Suara, Segel dan Tinta Tanda 
Khusus Unluk Keperluan Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008: 

3 

Mempematlun 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



15)..DY ANTO HERU PER.\1ANA. SJL 

TTD 

Ditetapkan di Purwokerte 

Pada Tnnggttl l 7 Desernber 2007 

Keputusan int mulai berlaku pada tanggal d~etapkan. KETIGA 

Segala blaya yang timbul sebagal akibat diketuarkannya 
keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten 
Banyumas Tahun Anggaran 2007; 

KEDUA 

Jumlah kebutuhan Surat Suara dan Kartu Pemilih 
PemiDhan Umum Bupati dan Wakll Bupati Banyumas 
Tahun 2008 adalah : 
a. Surat Suara sejumlah 1.278.096 lembar. 
b. Kartu Pemilih sejumlah 1.278.096 lembar. 

PERT AMA 

Menelapkan 

MEMUTVSKAN: 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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